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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi
Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil, serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 8, maka perlu ditetapkan
Peraturan Pelaksanaannya;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai dengan Pasal

146 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan
Komering Ulu.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti
Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban
Bencana di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
2003, tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko
Akta dan Kutipan Akta catatan Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penetapan Tariff Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kebupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun
2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 8 Seri C).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 8 Seri C ).

Pasal 2

Tata cara pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang—-undangan yang
berlaku.

Pasal 3

Tata cara pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud BAB. VI. Pasal 8 ayat 5
angka Il huruf A.1.a Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun
2007 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang—
undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kapala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab dan melaporkan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana
dimaksud Pasal 1 kepada Bupati.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2\ ™Me¢l 2007
BUPATI KOMERING ULU,

Diundangkan di Baturaja /

pada tanggal, 3t ™e\ 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,
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SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR ($
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